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 Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama 45 hari kerja di 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan, 
Subbagian Perbendaharaan. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan, 
praktikan melaksanakan bebrapa tugas, diantaranya menerima, memeriksa, dan 
mendistribusikan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), input data ke 
Sistem Akuntansi Perbendaharaan (SAP), menerima dan memeriksa Surat 
Perjalanan Dinas (SPD) teraelisasi, membuat laporan rencana dan realisasi 
belanja modal, serta membuat laporan perkembangan pelaksanaan belanja 
modal. Dengan adanya PKL, praktikan mendapatkan pengetahuan baru dan juga 
pengalaman dalam dunia kerja. 
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 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga 
praktikan dapat melaksanakan dan menyelesaikan  penyusun laporan 
praktik kerja lapangan. 
Laporan ini disusun berdasarkan data yang sesungguhnya 
praktikan dapatkan selama menjalankan praktik kerja lapangan di 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bagian Keuangan Subbagian 
Perbendaharaan.  
Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan praktik 
kerja lapangan ini tidak epas dari dukungan berbagai pihak, oleh 
karena itu pada kesempatan ini praktikan ingin menyampaikan terima 
kasih kepada : 
1. Kedua orang tua dan juga saudara praktikan yang selama ini sudah 
memberi dukungan dan juga doa selama praktikan menjalankan 
pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA, dan Kuliah; 
2. Dr. IGKA Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Program Studi 
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Ibu  Diah Armeliza, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing  yang telah 






4. Seluruh dosen S1 Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat bagi praktikan; 
5. Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah 
bersedia memberikan kesempatan kepada praktikan untuk 
melaksanakan kegiatan PKL dan membantu praktikan selama 
kegiatan berlangsung; 
6. Seluruh teman-teman saya yang sudah mau membantu dan juga 
memberikan dukungan kepada praktikan agar terus semangat 
dalam pembuatan laporan PKL. 
Praktikan menyadari bahwa dalam pembuatan laporan praktik 
kerja lapangan ini jauh dari kata sempurna sehingga praktikan 
mengharapkan saran dan kritikan kepada semuanya agar kedepanya 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Di Indonesia tingkat pengangguran dari tahun ke tahun semakin 
meningkat, bukan hanya dari kalangan yang lulusan SD, SMP, SMA/SMK 
bahkan dari kalangan para sarjana pun dari tahun ketahun terus meningkat. 
Berikut adalah data statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut 
tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari tahun 2015 sampai tahun 
2018 per bulan Agustus yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS)yang 
sudah diolah oleh penulis. 
(https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-
menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2018.html (Diakses 







Diagram I.1 Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2015-2015 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
 
Keterangan : 
Biru : 2015  Merah : 2016 
Hijau: 2017  Ungu  : 2018  
   
 
 
Tabel I.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2015-2018 
 
Keterangan 2015 2016 2017 2018 
Tidak/belum 
pernah sekolah 
55.554 59.346 62.984 31.774 
Tidak/belum 
tamat SD 
371.542 384.069 404.435 326.962 
SD 1.004.961 1.035.731 904.561 898.145 
SLTP 1.373.919 1.294.483 1.274.417 1.131.214 
SLTA 
Umum/SMU 
2.280.029 1.950.626 1.910.829 1.930.320 

























Akademi/Diploma 251.541 219.736 242.937 220.932 
Universitas 653.586 567.235 618.758 729.601 
      
     Sumber : Badan Pusat Statistik 
 
Berdasarkan gambar diagram dan Tabel diatas dapat dilihat bahwa 
tingkat penggangguran dari tahun 2015 s/d 2018 tingkat kenaikan dan 
penurunan sering berubah-ubah dari tahun ke tahun. Namun, Tingkat 
penggangguran lulusan sarjana dari tahun 2016 s.d 2018 mengalami kenaikan. 
Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah gelar sarjana yang mereka 
peroleh itu tidak dibarengi dengan keahlian yang dapat diandalkan untuk bisa 
memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif ini. Dalam era globalisasi ini,  
maka mahasiswa dituntut untuk bisa lebih maju dengan peningkatan sumber 
daya manusia yang mutlak harus dimiliki.  
Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka salah satu yang 
perlu dilakukan adalah dengan terjun langsung ke dunia kerja atau sering 
disebut dengan Praktik Kerja Lapangan.  
Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah salah satu bentuk 
implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di 
universitas dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 
kegiatan secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian 
tertentu. 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang 





Ekonomi Prodi Akuntansi. Dalam hal ini, praktik kerja lapangan ini 
merupakan salah satu bentuk atau wadah yang digunaka mahasiswa untuk 
mengimplementasikan atau mempraktikan secara langsung apa saja yang 
sudah dipelajari di kampus dengan kehidupan nyata ditempat kerja. 
Praktik Kerja lapangan ini dilakukan dengan jangka waktu yang sudah 
ditentukan oleh masing-masing setiap prodi. Prodi Akuntansi Universitas 
Negeri Jakarta ini mewajibkan mahasiswa melakukan praktik kerja lapangan 
minimal 40 hari kerja. Praktik Kerja Lapangan ini merupakan suatu bentuk 
kurikulum atau terobosan universitas agar bisa menjalin hubungan dengan 
perusahaan baik itu dari segi pemerintahan maupun swasta. Dan para 
mahasiswa/i bisa membandingkan dan mempraktikan apa yang sudah 
dipelajari selama di kampus dengan yang didapat di perusahaan. 
PKL dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai ini merupakan suatu lembaga intansi pemerintahan 
yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan 
optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai 









B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Maksud dari kegiatan praktik kerja lapangan ini, yaitu : 
1. Melaksanakan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan memenihi salah 
satu persyaratan kelulusan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Mempelajari tentang Akuntansi Pemerintahan. 
3. Memberikan gambaran tentang dunia kerja. 
Tujuan dari kegiatan praktik kerja lapanga ini, yaitu : 
1. Menambah wawasan tentang akuntansi pemerintahan terutama dalam 
perbendaharaan, 
2. Memperoleh pengalaman mengenai kegiatan akuntansi pada subbagian 
perbendaharaan. 
3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dan juga 
berpikir kritis dalam menemukan solusi. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan selama dibangku kuliah 
dan mencoba untuk mempelajari hal baru melalui praktik kerja 
lapangan. 
b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan 





c. Membangun mental mahasiswa terhadap dunia kerja yang 
sesungguhnya baik itu untuk menghadapi kesiapan dalam menjalankan 
tugas maupun membangun rasa kebersamaan dengan para pekerja di 
tempat kerja. 
d. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan dengan bidang yang 
sedang ditempuh dalam perkuliahan. 
e. Melatih profesionalisme dan kedisplinan  di dalam dunia kerja. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai jembatan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan baik 
itu dari pemerintahan maupun swasta. 
b. Memperkenalkan sumber daya Universitas Negeri Jakarta terutama 
untuk Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. 
c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kurikulum yang lebih baik lagi 
sesuai dengan keinginan dunia kerja yang sesungguhnya. 
3. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
a. Membatu meningkatkan hubungan antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
b. Membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menyelesaikan 








D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan menjalankan Praktik Kerja Lapangan di instansi 
pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Berikut ini merupakan 
informasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan : 
Jenis Lembaga : Instansi Pemerintahan 
Nama Kantor  : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Alamat : Jl. Ahmad Yani By Pass – Rawamangun, Jakarta Timur                  
13230 
Telepon  : (021) 4890308 
Faksimili  : (021) 4890871 
Website  : www.beacukai.go.id 
Email  : info@customs.go.id 
Direktorat Jenderal Bea dan cukai dipilih sebagai tempat praktik kerja 
lapangan dikarenakan tempat atau kantor dekat dengan rumah. Selain itu juga 
karena tempatnya yang cocok buat mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi 
pemerintahan. Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pratikan ditempatkan di 
bagian keuangan subbagian perbendaharaan.  
 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan oleh praktikan selama 2 bulan 





Juli 2019 sampai dengan 13 September 2019. Berikut adalah rincian tahap 
pelaksanan PKL : 
1. Tahap Persiapan 
Pertama, praktikan mencari berbagai informasi mengenai 
perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan melalui media sosial, 
bertanya dengan kakak tingkat, dan telepon ke berbagai perusahaan swasta 
dan instansi pemerintahan. Setelah praktikan sudah tahu instansi mana 
yang mau dijadikan tempat praktik, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di gedung Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Dimana pratikan meminta untuk dibuatkan surat permohonan PKL pada 
pengurus administrasi gedung fakultas ekonomi. Ketika pembuatan surat 
permohonan PKL, praktikan diminta mulai mengisi data-data yang harus 
disi di web agar bisa diproses lebih lanjut di bagian  Biro Administrasi 
Akademik dan Keuangan (BAAK). Setelah surat permohonan dibuat, 
praktikan segera memberikan surat permohonan PKL ke DJBC pada 
tanggal 23 Mei 2019, hingga akhirnya praktikan mendapatkan surat 
balasan dari bagian persuratan tentang pernyataan bahwa praktikan 
diterima untuk praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Sebelum memulai praktik kerja lapangan, praktikan disuruh datang 
ke DJBC. Disana kita diberi penjelasan  tata tertib dan juga pembagian 
subbagian penempatan. Di DJBC praktikan ditempatkan dibagian 






2. Tahap Pelaksanaan. 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 13 
September 2019. Karena masa libur perkuliahan sudah selesai, pada 
tanggal 2 September 2019 masa perkuliahan mulai efektif sehingga 
praktikan selama PKL minta ijin untuk mengikuti mata kuliah selama 
beberapa jam. Adapun ketentuan jam operasional, yaitu : 
Hari Kerja   : Senin - Jum’at 
Jam Kerja  : 08.00 – 17.00 WIB 
Jam Istirahat  : 12.00 –13.00 WIB 
3. Tahap Pelaporan 
Dalam tahap pelaporan ini praktikan diwajibkan membuat suatu 
laporan tentang apa saja yang sudah dilaksanakan selama praktik kerja 
lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan PKL ini nantinya 
akan dijadikan sebagai bentuk laporan untuk menyelesaikan salah satu 
mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan juga sebagai salah satu syarat 





TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Sejak abad ke-16, di wilayah nusantara telah dikenal kedudukan Syah 
Bandar yang berada dipelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, 
Banten, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makasar. Para Syah Bandar 
berwenang untuk menafsirkan beberapa harga barang dagang dan 
menentukan pula berapa besar biaya pajak yang dikenakan pada suatu barang 
dagangan. Kedudukan para Syah Bandar sangat penting dalam kegiatan 
perdagangan, sehingga para raja mempercayai mereka untuk menerima bea 
masuk dan juga bea keluar dari barang-barang  yang diperdagangkan 
dipelabuhan. 
Di Indonesia, lembaga bea cukai atau kepabeanan memang telah ada 
sejak abad ke-16, namun belum ada dokumentasi yang disetujui hal tersebut. 
Dokumentasi tentang bea cukai Indonesia mulai diajukan dengan rapi 
sejak masuknya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Kongsi 
Dagang Hindia Timur. 
Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, masuk istilah Douane untuk 
menyebut petugas bea cukai. Nama resmi bea cukai pada masa Hindia 
Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen 




Tugasnya dalah memungut bea impor atau masuk, dan cukai. Dari tugas 
itulah maka terciptalah istilah nama Bea dan Cukai di Indonesia. 
Pada masa Hindia Belanda terdapat peraturan yang yang melandasi 
yaitu Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang 
kemudian diubah dengan keputusan pemerintahan tertanggal 1 Juni 1934. 
Pada masa kedudukan Jepang, berdasarkan peraturan undang-undang 
Nomor 13  tentang pembukaan kantor-kantor pemerintahan di Jawa dan 
Sumatera pada tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea 
masuk ditiadakan, dan bea cukai hanya mengurusi cukai saja. 
Namun, setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaan, lembaga bea 
cukai kembali menyetujui pemungutan bea impor dan bea masuk. 
Pada tanggal 1 Oktober 1946, lembaga bea cukai pada masa awal 
kemerdekaan disebut dengan nama Pejabat Bea dan Cukai. Kepala pejabat 
bea dan cukai pertama adalah RA Kartadjoemena. Dia ditunjuk sebagai 
kepala oleh Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia yaitu Sjafrudin 
Prawiranegara. 
Lembaga ini kemudian mengubah nama menjadi Jawatan Bea  dan 
Cukai pada tahun 1948 hingga 1965. Dan, pada tahun 1965 Jawatan Bea dan 
Cukai diubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : 
Visi 






1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri; 
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 
penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan 
3. Kami optimalkan penerimaan negara disektor kepabean dan cukai. 
Fungsi 
1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian 
fasilitas dibidang kepabean dan cukai yang tepat sasaran; 
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan 
memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan 
prosedur kepabean dan cukai serta penerapan sistem manajemen resiko 
yang handal; 
3. Melindungi masyarakat, indutri dalam negeri, dan kepentingan 
nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang 
impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan 
berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi; 
4. Melakukan kegiatan pengawasan impor, ekspor, dan kegiatan dibidang 
kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui 
penerapan sistem manajemen resiko yang handal, intelijen, dan 
penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit 
kepabeanan dan cukai yang tepat; 
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran 




dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan 
keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan 
aspek keadilan dan keseimbangan; dan 
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea 
keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. 




Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan RI 
No : 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996 
Sumber :http://www.beacukai.go.id 
 
Lukisan dari gambar tersebut, terdiri dari : 
1. Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya; 
2. Tongkat dengan ulir berjumlah 8 dibagaian bawahnya; 
3. Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar; 





Makna dari logo tersebut, yaitu: 
1. Segi lima melambangkan Negara RI yang berdasarkan Pancasila; 
2. Laut, gunung, dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang 
merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabean dan Undang-
Undang Cukai; 
3. Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional RI dengan 
mancanegara dari/ke 8 penjuru angain; 
4. Sayap melambangkan Hari Keuangan RI tanggal 30 Oktober dan 
melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok 
Kemeterian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai; 
5. Lingkaran malai padi melambangkan tujuna pelaksanaan tugas Bea dan 
Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 
Prestasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : 
1. Memperoleh penghargaan Top 10 dalam Layanan Aspirasi dan Pengaduan 
Online Rakyat (SP4N-LAPOR) pada kompetensi Sistem Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional kategori Unit Pelaksanaan 
Pelayanan tahun 2019. (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-
unit/djbc-raih-penghargaan-top-10-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-
publik/). 
2. Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) tahun 2017. 
(http://www.beacukai.go.id/berita/reformasi-kepabeanan-dan-cukai.html) 
3. Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2017. 




B. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.01/2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap 
Menteri Keuangan. Selain itu juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
Berdasarkan lampiran 9 struktur organisasi Direktorat Bea dan Cukai 
terdiri dari atas : 
1. Sekretariat Direktorat Jenderal 
Sekretariat Direktorat Jenderal ini mempunyai tugas yaitu 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan 
pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Sekretariat Jenderal Tediri dari atas : 
a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana ini mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, analisa 
jabatan, analisa beban kerja, evaluasi peringkat jabatan, 
pengembangan kinerja organisasi, dan pengembangan profesi 






b. Bagian Administrasi Kepegawaian 
Bagian administrasi kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan urusan administrasi Direktorat Jenderal. 
c. Bagian Pengembangan Kepegawaian  
Bagian pengembangan kepegaaian ini mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan, penyaringan, 
pengusulan, dan pendataan pegawai dalam rangka pendidikan dan 
pelatihan, dan uji jabatan, serta pembinaan jabatan fungsional. 
d. Bagian Keuangan 
Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bagian 
keuangan ini merupakan bagian dimana praktikan melakukan praktik 








Gambar III.2 Struktur Organisasi di Bagian Keuangan 















Berdasarkan gambar III.2 bagian keuangan terdiri dari 4 
(empat) subbagian, yaitu : 
1) Subbagian Penyusunan Anggaran 
Subbagian penyusunan anggaran mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan dan penyusunan alokasi anggaran 
pada unit eslon 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan 
memperhatikan rencana kerja dan rencana strategis dan melakukan 
pemrosesan usulan revisi anggaran dalam satu keluaran atau antar 
keluaran maupun dalam satu kegiatan atau antar kegiatan sesuai 
dengan tingkat kewenangan divisi. 
2) Subbagian Perbendaharaan 
Subbagian perbendaharaan mempunyai tugas melakukan 
urusan peerbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan surat 
perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara.  
Didalam Subbagian Perbendaharaan ini ada alur proses atau 
alur kerja dalam penerbitan Surat Perintah Pembayaran. Berikut 
adalah alur kerja dalam penerbitan surat perintah pembayaran : 
a) Penerima Dokumen (Pendok) 
Penerima dokumen mempunyai tugas untuk menerima 
dokumen dari berbagai direktorat yang mengajukan SPP dan 
memeriksa kelengkapan lampiran dokumen yang dibutuhkan 




b) Penguji Dokumen SPP 
Penguji dokumen SPP mempunyai tugas untuk menguji 
kebenaran SPP beserta dokumen pendukung serta menolak dan 
mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan 
untuk dibayarkan. 
c) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 
PPSPM mempunyai tugas untuk menguji kebenaran 
SPP beserta dokumen pendukung dan menandatangani SPP 
serta memerbitkan Surat Perintah Membayar untuk diajukan ke 
KPPN.  
d) Pelaksanaan Pengantar SPM 
Pelaksana pengantar SPM mempunyai tugas untuk 
mengantar dokumen SPM ke KPPN. 
e) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mempunyai 
tugas untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
jika SPM yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan. 
f) Bendahara Pengeluaran 
Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas 
kebendaharaan atas uang atau surat berharga yang berada dalam 
pengelolaan.  




Subbagian akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas 
melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan 
laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
4) Subbagian Gaji 
Subbagian gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji 
dan tunjangan pegawai. 
e. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 
Bagian pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pengelolaan barang milik negara serta 
melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan barang milik 
negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
f. Bagian Umum  
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata 
usaha, kearsipan, dan rumah tangga kantor pusat Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
2. Direktorat Teknis Kepabeanan  
Direktorat Teknis Kepabenan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan 
bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, 
identifikasi dan klarifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk, nilai 




3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan 
Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang fasilitas 
kepabeanan. 
4. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai 
Direktorat Tenis dan Fasilitas Cukai mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang cukai. 
5. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga 
Direktorat KIAL mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, 
melakukan harmnisasi dan evaluasi, serta memberikan bimbingan teknis 
kebijakan dan stardardisasi teknis di bidang kerja sama internasional 
terutama terikat kepabeanan, cukai dan kerja sama perdagangan, 
sebagaimana diatur dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, 
termasuk ketentuan asal barang, serta melakukan pembinaan dan 
koordinasi terhadap pejabat yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar 
negeri, hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, serta 
publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai. 
6. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan 
Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan mempunyai tugas 
menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan 
evaluasi pelaksanaan di bidang penelitian atas keberatan terhadap 




upaya hukum di bidang kepaneanan dan cukai, penelaahan, evaluasi dan 
rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan 
dan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai, dan 
peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan. 
7. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai 
Direktorat Informasi Kepabeana dan Cukai mempunyai tugas 
menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, 
evaluasi dan pelaksanaan di bidang teknologi informasi. 
8. Direktorat Kepatuhan Internal 
Direktorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan 
kepatuhan internal. 
9. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai 
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang audit kepabeanan dan cukai. 
10. Direktorat Penindakan dan Penyelidikan 
Direktorat Penindakan dan Penyelidikan mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang penindakan dan penyelidikan kepabeanan dan cukai. 




Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis mempunyai 
tugas menyiapkan penyusunan rencana strategis, perancangan, 
pelaksanaan uji coba rancangan bangunan, serta evaluasi implementasi 
penerimaan, penagihan, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, 
dan manajemen resiko serta transformasi kelembagaan. 
12. Kelompok Jabatan Fungsional 
 
C. Kegiatan Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang 
Kepabeanan, kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk (impor) dan keluar 
(ekspor) serta pemungutan bea masuk dan keluar. 
(https://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/17TAHUN2006UU.htm 
(Diakses pada tanggal 14 November 2019)). 
Cukai sendiri merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap 
barang kena cukai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 
(https://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/39TAHUN2007UU.htm 
(Diakses pada tanggal 30 Januari 2020)). Barang kena cukai merupakan 
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang 
konsumsinya perlu dikendalikan, peredaranya perlu diawasi, pemakaiannya 




pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
234/PMK.01/2015 (Pasal 688) 
(http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/234~PMK.01~2015Per.pdf. 
(Diakses pada 4 November 2019)), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan 
optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai 
dengan ketentuan peratutan perundang-undangan. Untuk menjalankan 
tugasnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan beberapa fungsi, 
yaitu: 
1. Perumusan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, 
pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan 
cukai; 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, 
pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan 
cukai; 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, 
penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara 




4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, 
penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di 
bidang kepabenan dan cukai; 
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, 
penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di 
bidang kepabenan dan cukai; 
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan  






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
praktikan ditempatkan di bagian keuangan, tetapi secara spesifik praktikan di 
tempatkan di subbagian perbendaharaan. Dimana subbagian perbendaharaan 
ini tugasnya adalah untuk melakukan urusan perbendaharaan Direktorat 
Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN). Subbagian ini dipimpin oleh kepala 
subbagian yang bertanggungjawab kepada kepala keuangan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.  
Selama praktik kerja lapangan, praktikan ditugaskan dibagian 
Penerimaan Dokumen (Pendok). Berikut ini adalah tugas-tugas yang 
dilaksanakan oleh praktikan: 
1. Distribusi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 
2. Input data ke Sistem Akuntansi Perbendaharaan (SAP). 
3. Menerima dan Memeriksa SPD Terealisasi di SPD Center. 
4. Membuat Laporan Rencana dan Realisasi Belanja Modal. 







B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai dua bulan atau 45 hari kerja yang dimulai pada tanggal 15 Juli 
sampai dengan 15 September 2019. Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan 
selama 5 (lima) hari kerja yaitu pada hari senin sampai jumat, dari jam 08.00-
17.00 WIB. Namun, dikarenakan kegiatan perkuliahan sudah aktif lagi, pada 
tanggal 02 September 2019 praktikan meminta ijin selama beberapa jam 
untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Selama kegiatan PKL berlangsung 
praktikan ditempatkan di subbagian perbendaharaan di Bagian Keuangan. 
Selama praktik kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
praktikan mendapatkan bimbingan langsung oleh Bapak Rifai, Bapak Irfan, 
Ibu Irma, dan Ibu Kikin selaku staf subbagian perbendaharaan 
Selama praktik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, praktikan 
dituntut untuk memahami alur kerja dan berkas-berkas yang digunakan 
selama PKL. Ketelitian dan pemahaman yang cukup sangat diperlukan agar 
praktikan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Hal pertama yang 
harus di mengerti terlebih dahulu oleh praktikan adalah tentang alur kerja 
yang ada di subbagian perbendaharaan dan setelah itu praktikan mulai 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para pembimbing. 
Praktikan ditempatkan dibagian Penerimaan Dokumen. Tugas-tugas 
yang diberikan kepada praktikan selama praktik kerja lapangan di Direktorat 





1. Distribusi Dokumen SPP 
Praktikan sering melakukan pekerjaan ketika staf yang 
bertanggung jawab tidak ada ditempat atau sedang ada urusan yang 
lainnya. Dalam melakukan tugas, praktikan juga harus memahami 
dokumen SPP dan jenisnya, cara memeriksa dokumen dan 
mendistribusikan dokumen ke penguji.  
Tahap pertama yang dilakukan oleh praktikan adalah 
memahami dokumen SPP. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK), yang berisi tentang permintaan pembayaran tagihan 
kepada negara. Dokumen SPP ada 3 jenis, yaitu : 
a. Surat Perjalanan Dinas (SPD) 
Surat Perjalanan Dinas merupakan dokumen yang 
diterbitkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam rangka 
pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, 
pegawai tidak tetap, dan pihak lain. 
SPD ini ada 2 (dua) jenis yaitu SPD LS Setelah dan SPD 
LS Sebelum. SPD LS Setelah ini maksudnya adalah perjalanan 
dinas yang sudah dilaksanakan tetapi biayanya kurang sehingga 
mereka mengajukan pencairan dana kembali untuk membayar 
kekurangan selama melakukan perjalanan dinas. Sedangkan SPD 




dilaksanakan tetapi perlu adanya pencairan dana agar perjalanan 
dinas bisa dilaksanakan. 
b. Honor, Uang Saku, dan Rapat Dalam Kantor (RDK) 
SPP Honor, Uang Saku, dan RDK merupakan dokumen 
yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 
rangka pembayaran Honor, Uang Saku, dan RDK baik untuk 
pegawai tetap, tidak tetap, pensiun, dan lain-lain. 
c. Pihak Ketiga 
SPP Pihak Ketiga merupakan dokumen yang diterbitkan 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka untuk 
pembayaran biaya dengan pihak ketiga baik itu bersifat Kontrak 
maupun Non Kontrak. 
Pada tahap selanjutnya, praktikan memeriksa kelengkapan 
lampiran yang diajukan dalam pengajuan SPP : 
1) Praktikan memeriksa kelengkapan dokumen SPD, yang diawali 
dengan SPD LS Setelah. Berikut ini adalah beberapa lampiran yang 
perlu ada dalam pengajuan SPP, yaitu : 
a) Daftar Nominatif, 
b) Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), dan 
c) Rincian Biaya Perjalanan Dinas 
Kemudian praktikan memeriksa kelengkapan dokumen SPD LS 
Sebelum. Berikut ini adalah beberapa lampiran yang perlu ada 




a) Daftar Nominatif, 
b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan 
c) Surat Tugas. 
2) Praktikan memeriksa kelengkapan dokumen Honor, Uang Saku, 
dan RDK. Berikut adalah beberapa lampiran yang perlu ada di 
dalam dokumen SPP, yaitu: 
a) Kuitansi, 
b) Bukti Potong Surat Setor Pajak Pasal 21 per pegawai, 
c) Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja (SPTJB), 
d) Surat Setoran Pajak Penghasilan 21 (SSP PPh 21), 
e) Daftar Potong Pajak,   
f) Surat Tugas, 
g) Daftar Penerima atau Daftar Nominatif, dan 
h) Daftar Hadir. 
3) Praktikan memeriksa kelengkapan dokumen Pihak Ketiga, dimana 
diawali dengan Non Kontrak. Berikut beberapa lampiran yang 
perlu ada didalam dokumen pengajuan SPP, yaitu: 
a) Kuitansi, 
b) NPWP, 
c) E-Faktur Pajak Rangkap 3 
E-Faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem 




karena pengisianya dilakukan secara digital lewat aplikasi atau 
situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
d) Bukti Potong PPh 23, 
e) Referensi Bank (Fotokopi Buku Rekening), 
f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), 
g) Surat Setoran Pajak PPn (SSP PPn), 
h) Surat Setoran Pajak PPh (SSP PPh), 
i) Surat Pernyataan atau Surat Pesanan, 
j) Berita Acara Serah Terima (BAST), 
k) Berita Acara Pembayaran (BAP), 
l) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita Acara 
Hasil Pelelangan (BAHP) (untuk pembayaran termin), 
m) E-Nofa, 
n) Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan 
o) Dokumen Lainnya. 
Kemudian praktikan memeriksa kelengkapan Kontraktual. Berikut 
ini beberapa lampiran yang harus ada dalam dokumen pengajuan 
SPP, yaitu : 
a) Ringkasan Kontrak, 
b) Dokumen Kontrak, 
c) Karwas Kontrak, dan 




Pada tahap terakhir, Praktikan mendistribusi dokumen SPP 
yang sudah di periksa kebeberapa penguji. Di bagian perbendaharaan 
ada 6 orang ahli penguji.  





Gambar III.1 Alur Proses Distribusi Dokumen SPP 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
 
2. Melakukan Input Data SPP ke Sistem Akuntansi Perbendaharaan 
(SAP) 
Sistem Akuntansi Perbendaharaan (SAP) merupakan suatu 
sistem yang digunakan oleh perbendaharaan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai yang berfungsi untuk merekap semua data atau dokumen 
SPP yang masuk di perbendaharaan. SAP digunakan sebagai bahan 
evaluasi setiap triwulan atau tiga bulan sekali. 
Langkah-langkah dalam input data ke Sistem Akuntansi 
Perbendaharaan sebagai berikut : 
a. Praktikan masuk ke Sistem Akuntansi Perbendaharaan (SAP) 
dan login menggunakan username dan pasword yang sudah 















b. Setelah masuk, praktikan memilih menu pendok (lampiran 7). 
Didalam menu pendok terdapat beberapa kolom yang perlu di 
isi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diisi didalam menu 
penerimaan dokumen SAP : 
1) Jenis Form 
2) Nomor Urut  
3) Tanggal System 
4) Nomor SPP 
5) Tanggal Dokumen 





11) Aju 1, Aju 2, Aju 3 
12) Berkas Rampung 
13) Keterangan 
c. Isi semua yang ada didalam Sistem Akuntansi Perbendaharaan, 
kemudian klik simpan. 
d. Praktikan setiap sebulan sekali mencetak laporan data dokumen 
yang masuk di Perbendaharaan dengan klik gambar berbentuk 




e. Hasil dari cetak tersebut, diserahkan ke pembimbing. Laporan 
tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi yang nantinya akan 
diserahkan kebeberapa direktorat sebagai alasan kenapa ada 





Gambar III.2 Alur Proses Input Data ke SAP 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
3. Menerima dan memeriksa Surat Perjalanan Dinas (SPD) terealisasi 
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, terkadang ada 
beberapa staf yang meminta bantuan praktikan untuk menggantikan 
staf yang  bertanggung jawab jika ada urusan lainya, Seperti Surat 
Perjalanan Dinas (SPD) Center. SPD Center merupakan pusat 
penerimaan dokumen dan layanan informasi Surat Perjalanan. Disini 
tugas praktikan adalah untuk menerima dan memeriksa dokumen SPD 
yang sudah terealisasi.  
Berikut adalah langkah-langkah dalam menerima dan 
memeriksa dokumen SPD yang sudah terealisasi : 











b. Praktikan memeriksa kelengkapan dokumen SPD yang sudah 
terealisasi. Diman ada beberapa hal yang harus ada dalam 
dokumen SPD terealisasi (lampiran 8), yaitu : 
1) SPD (Surat Perjalanan Dinas) 
2) Surat Tugas 
3) Surat Penyataan 




d) Bukti Lain 
c. Praktikan memeriksa kelengkapan dokumen, praktikan 
memberikan surat bukti (lampiran 8) bahwa dokumen sudah 
diterima dan juga sudah dicek kelengkapanya oleh praktikan. 
Berikut adalah alur kerja dari Menerima dan Memeriksa 





Gambar III.3 Alur Proses Menerima dan Memeriksa SPD Terealisasi 













4. Membuat Laporan Rencana dan Realisasi Belanja Modal 
Dalam membuat laporan ini, praktikan diberikan beberapa 
lembar dokumen yang berisi tentang laporan rencana dan realisasi 
belanja modal yang lengkap. Disini tugas praktikan adalah membuat 
laporan rencana dan realisasi belanja modal agar lebih ringkas dan 
dapat dibaca dengan mudah.  
Menurut Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja Modal 
adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan 
tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud 
(http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-
tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf (Diakses pada 
tanggal 31 Januari 2020)). 
Dalam pembuatan laporan ini, praktikan mendapatkan beberapa 
bantuan oleh Bapak Irfan. Berikut langkah-langkah dalam membuat 
laporan rencana dan realisasi belanca modal: 
a. Siapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan 
laporan rencana dan realisasi belanja modal, 
b. Buka Microsoft Excel, 
c. Langsung membuat format laporan rencana dan realisasi 
belanja modal (lampiran 9). Hal-hal yang perlu ada didalam 




1) Satuan Kerja 
2) Proyeksi Pengadaan 
a) Rencana Umum Pengadaan (RUP) 
b) Lelang 
c) Kontrak 
d) Uang muka 
e) Termin 1, Termin 2, Termin 3 
f) Berita Acara Serah Terima (BAST) 
3) Realisasi Pengadaan. 
a) Rencana Umum Pengadaan (RUP), 
b) Lelang, 
c) Kontrak, 
d) Uang Muka, 
e) Termin 1, Termin 2, Termin 3, 
f) Berita Acara Serah Terima (BAST). 
4) Kendala. 
5) Tindak Lanjut. 
d. Isi bagian c dengan data yang ada dalam dokumen. Dan setelah 
selesai di isi klik simpan, lalu pilih print file, lalu pilih print. 
Laporan yang sudah dicetak kemudian praktikan berikan ke 





Berikut adalah alur kerja dalam laporan Rencana dan Realisasi 





Gambar III.4 Alur Proses Laporan Rencana dan Realisasi Belanja Modal 
Sumber : Data Diolah oleh penulis 
5. Membuat Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Modal. 
Dalam membuat laporan ini, praktikan diberikan beberapa 
lembar dokumen  yang berisi tentang laporan perkembangan belanja 
modal yang lengkap. Di sini tugas praktikan adalah membuat laporan 
perkembangan belanja modal menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca 
dan dipahami. 
Berikut langkah-langkah dalam pembuatan Laporan 
Perkembangan Belanja Modal: 
a. Siapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan 
laporan perkembangan belanja modal. 
b. Buka Microsoft Excel. 
c. Langsung membuat format laporan perkembangan belanja 
modal (lampiran 10). Hal-hal yang perlu ada di dalam format 













2) Nama Satuan Kerja 
3) Kode Akun Belanja Modal 
4) Uraian Belanja Modal 
5) Jenis Pekerjaan 
6) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
7) Nilai Kontrak 
8) Realisasi Anggaran 
9) Rencana Kurva S (%) 
10) Realisasi Fisik (%) 
11) Deviasi (%) 
12) Supply Chain Managemen (SCM) 
13) CP Satuan Kerja 
d. Isi format yang sudah dibuat dengan data-data yang sudah ada. 
Jika sudah selesai klik simpan, klik Print File, lalu Print. 
e. Laporan yang sudah di cetak, kemudian praktikan berikan ke 
Bapak Irfan yang sudah memberikan tugas ini kepada 
praktikan. 
Berikut adalah alur kerja dalam pembuatan Laporan 
















Gambar III.5 Alur Proses Laporan Perkembangan Belanja Modal 
Sumber : Data Diolah oleh Penulis 
 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama menjalani kegiatan praktik kerja lapangan di Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, praktikan menghadapi beberapa kendala yang sedikit 
mengganggu kegiatan PKL. Berikut beberapa kendala yang praktikan alami 
saat melaksanakan kegiatan PKL, yaitu: 
1. Saat mengerjakan tugas dalam input data dokumen SPP ke SAP, 
praktikan tidak tahu jenis dokumen yang sudah direalisasi, sehingga 
dalam pelaksanaan tugas praktikan jadi terhambat. 
2. Saat input dokumen SPP ke SAP, komputer mengalami eror sehingga 
dalam melaksanakan tugas praktikan sedikit terhambat dalam 
penyelesaian tugas. 
3. Saat distribusi dokumen, praktikan kurang tahu mengenai wilayah dan 
bagian-bagian di Diretorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga dalam 














D. Cara Mengatasi Kendala 
Walaupun praktikan mengalami suatu masalah atau kendala saat 
menjalani kegiatan PKL di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, praktikan 
mampu mengatasi semua kendala tersebut dengan bantuan dari staff lainnya. 
Berikut beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala dalam kegaiatan 
PKL, yaitu: 
1. Praktikan aktif bertanya kepada staff dibagain penerimaan dokumen 
tentang jenis-jenis dokumen SPP dan arti dari perbedaan warna dokumen. 
2. Praktikan meminta bantuan kepada staff perbendaharaan lainnya 
mengenai masalah komputer yang tidak bisa dipakai dan menggantinya 
dengan komputer yang lain yang bisa digunakan. 
3. Praktikan bertanya kepada petugas keamanan yang ada di Direktorat 








Setelah melaksanakan program praktik kerja lapangan di Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, praktikan mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru 
mengenai akuntansi pemerintahan dibidang perbendaharaan. Namun, dari 
segi penerapan akuntansi yang didapat praktikan selama kuliah ini tidak 
banyak diterapkan selama praktik kerja lapangan. 
Setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, kesimpulan 
yang dapat diperoleh praktikan antara lain, yaitu: 
1. Praktikan mendapatkan ilmu baru mengenai pemerintahan akuntansi 
dibagian perbendaharaan. 
2. Praktikan dapat memahami cara menggunakan SAP (Sistem Akuntansi 
Perbendaharaan) yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
3. Praktikan dapat membuat laporan rencana dan realisasi belanja modal. 




Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan 






1. Bagi Praktikan  
a. Praktikan memiliki inisiatif yang tinggi selama menjalankan praktik 
kerja lapangan. 
b. Praktikan memperdalam lagi tentang pengetahuan tentang akuntansi. 
c. Praktikan mencari tahu tentang perusahaan yang bisa memberikan 
kerjaan dalam bidang akuntansi. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Praktikan mengharapkan agar Universitas Negeri Jakarta terus bisa 
menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
b. Membuat data base tentang perusahaan yang pernah jadi tempat 
praktik kerja lapangan pada tahun sebelumnya, sehingga memudahkan 
praktikan dalam mencari perusahaan. 
3. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima mahasiswa UNJ 
untuk menjalankan program PKL ditahun selanjutnya. 
b. Instansi atau perusahaan dapat memberikan pekerjaan yang lebih 
terhadap praktikan terutama yang sesuai dengan prodi yang diambil 
praktikan.  
c. Staff atau pembimbing memberikan penjelasan tentang pekerjaan 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Pelaksanaan PKL
 
Sumber : Gedung Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 





Lampiran 2: Tanda Terima Surat 
 






Lampiran 3 : Surat Jawaban Permohonan PKL 
 






































































Lampiran 9 : Struktur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
 































































Lampiran 17 : Laporan Rencana dan Realisasi Belanja Modal 
 
 
 
 
 
 
 
 
